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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan dan pelaksanaan program-program
pemerintah di bidang pertanahan perlu diadakan
Perubahan ketentuan-ketentuan pelimpahan kewenangan
mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah tertentu,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan
Pertanahan  Nasional Republik Indonesia tentang
perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan
kegiatan pendaftaran tanah tertentu;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961
Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2702);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 tentang
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor
224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2702);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5098);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5100);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang
Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanabh;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah Tertentu;

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu diubah
sebagai berikut :

1. ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 5

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

a. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M? (dua puluh ribu meter persegi).

b. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang
luasnya tidak lebih dari 20.000 M? (dua puluh ribu meter persegi).

c. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non
pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M? (dua ribu meter
persegi).

d. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian
yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M? (dua ribu meter persegi).

e. semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

f. Semua pemberian Hak Pakai aset pemerintah (Pusat dan Daerah),
kecuali Hak Pengelolaan (HPL), Aset BUMN dan tanah
kedutaan/perwakilan diplomatik negara lain.”

2. Diantara paragraf 3 mengenai Hak Pakai dan Bagian Kedua mengenai
Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disisipkan
1(satu) paragraf baru, yakni paragraf 4 mengenai izin kerjasama dan izin
perolehan tanah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 4
Izin Kerjasama dan Izin Perolehan Tanah

Pasal 5A

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

a. Pemberian izin kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dan pihak
ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan pemberian Hak
Pengelolaan;

b. Pemberian izin perolehan tanah bagi Badan Sosial Dan Keagamaan,
jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan persetujuan bahwa
badan hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan hak milik.”

3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan
mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih
dari 2.000.000 M? (dua juta meter persegi).

4. Ketentuan huruf b pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan

mengenai:

a. pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah
yang luasnya lebih dari 1.000 M2 (seribu meter persegi) dan tidak lebih
dari 5.000 M? (lima ribu meter persegi);
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b. pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang
luasnya lebih dari 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dan tidak lebih dari
150.000 M? (seratus lima puluh ribu meter persegi).

5. Diantara paragraf 4 mengenai hak pakai dan bagian ketiga mengenai
kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional disisipkan 1(satu) paragraf
baru, yakni paragraf 5 mengenai Redistribusi Tanah Objek Landreform,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 5
Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pasal 9A

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan
mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah objek landreform.”

Pasal II
1. Proses Pemberian Hak dan Keputusan penetapan tanah Negara menjadi
tanah obyek landreform yang telah diajukan sebelum berlakunya

peraturan ini diselesaikan berdasarkan peraturan ini.

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HENDARMAN SUPANDJI
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